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Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah
merupakan bagian dar i  pengelo laan
keuangan dan/atau kekayaan daerah,
ber tu juan untuk  mencapai  te r t ib
administrasi pengelolaan barang mil ik
daerah secara berdaya-guna dan
berhas i l -guna,  ser ta  untuk member i
kepastian hukum dalam pengelolaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 81 peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara I Daerah, perlu diatur lebih
lan ju t  da lam Peraturan Daerah Kota
Makassar tentang Pengelolaan Barang
Mil ik Daerah:



Mengingat :

c.  bahwa berdasarkan per t imbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
di atas, perlu membentuk peraturan daerah
kota Makassar tentang Pengelolaan Barang
Mil ik Daerah.

1.  Undang-Undang Nomor 72 Tahun lgST
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan
Rumah Neger i  kepada Pegawai  Neger i
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

2 .  Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1g5g
tentang Pembentukan Daerah Tingkat l ' l di
Sulawesi (Lembaran tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat lldi Negara Republik
lndonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indones ia
Nomor 1822);

3 .  Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1gO0
tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indones ia
Nomor 2013);

4 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2003
Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42BG):

5 .  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004
Nomor  5 ,  Tambahan Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Nomor  43s5) ;

6 .  Undang-Undang Nomor  10  Tahun 2004
ten tang  Pembentukan  Pera tu ran  Per
undang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
Indones ia  Nomor  4389) ;

7 .  Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Repu b l i k  lndones ia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor  8  Tahun  2005  ten tang
Penetapan  Pera tu ran  Pemer in tah
Penggant i  Undang-Undang Nomor  3
Tahun  2005  tan tang  Perubahan  A tas
Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004
ten tang Pemer in tahan Daerah Men jad i
Undang-Undang (Lembaran  Negara



8.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor asa8);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemer in tah Pusat  dan Pemer in tahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndo-
nesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemer in tah Nomor  46
Tahun 1971 tentang Penjua lan
Kendaraan Perorangan Dinas Mi l ik
Negara (Lembaran Negara Republ ik
lndones ia  Tahun 1971 Nomor  59,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lnodesia Nomor 2967) ;

Peraturan Pemerintah Nomor5l Tahun 1971
tentang Perubahan Batas-batas Daerah
Kotamadya Makassar dan Kabupaten
Gowa,  Maros dan Pangka jene dan
Kepulauan dalan L ingkungan Daerah
Propins i  Sulawesi  Selatan (Lembaran
Negara Republ ik  lndonesia Nomor 65
Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

11 . Peraturan Pemerintah Nomor40 tahun 1994
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1gg4 Nomor 6g,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Nomor 3573)  sebagaimana
te lah d iubah dengan peraturan
Pemer in tah Nomor  31 Tahun 2005
tentang perubahan Atas Peraturan
Pemer in tah Nomor  40 Tahun 1gg4
tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  lndonesia Nomor 4515) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor40Tahun 1gg6
tentang Hak Guna Usaha,  Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai  a tas Tanah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 1966 Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 3643);

13.  Peraturan Pemer in tah Nomor  24
Tahun 2005 tentang Standar  Akutans i
Pemer in tahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor49,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

14.  Peraturan Pemer in tah Nomor  58
Tahun 2005 tentang Pengelo laan
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15.

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indones ia  Tahun 2005
Nomor  140,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Tahun 2005
Ncmor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentarrq Pengelolaan Barang Milik Negaral
Daerah,  (Lembaran Negara Republ ik
Inr ic r . ;qs ia  Tahun 2006 Nomor  20,
Tarnbahan Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Nomor 4609) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006
tentang Perubahan Keenam atas Keputus-
an Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lnodesia Nomor 4330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KOTAMAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;

2. Walikota adalah Walikota Makassar:

3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat kota
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar;

4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Pemerintah Republik Indonesia;

5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
perolehan lainnya yang sah;

16.

17 .

18 .



6.  Penge lo la  Barang  se lan ju tnya  d isebu t  penge lo la
adalah pejabatyang benruenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

7-  Pembantu  Pengerora  Barang seran ju tnya  d isebut
pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung_
jawab mengkoordinir  penyelenggaraan pengelolaan
barang mi l i k  daerah yang ada pada sa tuan ker ja
perangkat daerah;

B' Pengguna Barang seranjutnya disebut pengguna adarah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang;

I' Kuasa Pengguna Barang adarah Kepara satuan Kerja
a tau  pe jaba t  yang  d i tun juk  o leh  pengguna un tuk
menggunakan  barang  yang  berada  da lam
penguasaannya;

10 .  Peny impan Barang ada lah  pegawai  yang d iserah i
tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan
barang;

11. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi  tugas
untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang
ada di setiap satuan kerja perangkat daerahiunit kerja;

12. Pejabat pengadaan barang adalah pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala SKPD untuk mengadakan barang dengan
nilai tertentu;

13 .  Satuan Ker ja  Perangkat  Daerah yang se lan ju tnya
d isebu t  sKPD adarah  perangka t  daerah  seraku
pengguna barang;

8 .

14. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna
barang;

15 .  Penge lo laan  ada lah  upaya  te rpadu  dan  ber -
kesinambungan dalam mengelola barang milik daerah
yang meliputi : perencanaan kebutuhan, penganggaran,
pengadaan, pener imaan, penyimpanan, penyaluran,
penggunaan;

16. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga
sesuai  jenis,  spesi f ikasi  dan kual i tas dalam 1 (satu)
periode tertentu.

BAB II
STATUS PENGELOLAAN DAN LINGKUP BARANG

Pasal 2

Penge lo laan barang sebaga i  bag ian  dar i  penge lo laan
keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari
pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

(1) Barang Mi l ik  Daerah mel iput i  :
a .  Barang yang d ibe l i  a tau  d ipero leh  a tas  beban

APBD:  dan
b .  Barang  yang  berasa l  da r i  pe ro lehan  la innya

yang  sah ;

(2 )  Barang  sebaga imana d imaksud  pada  aya t  (1 )
huru f  b  me l ipu t i  :
a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau

yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian i kontrak;

L



c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

d.  Barang yang d ipero leh berdasarkan putusan
pengadi lan yang te lah mempero leh kekuatan
hukum tetap.

(3)  Barang sebagaimana yang d imaksud pada ayat  (1)
dan (2) pasal ini  tercatat pada Daftar Barang Mil ik
Daerah (DBMD);

(4) Tata cara memperoleh barang yang dimaksud ayat (2)
pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelo laan barang d i laksanakan berdasarkan asas
fungs iona l ,  kepast ian hukum,  t ransparans i  dan
keterbukaan, ef isiensi,  akuntabi l i tas, dan kepastian ni lai .

Pasal 5

Pengelo laan barang ber tu juan untuk mencapai  ter t ib
admin is t ras i  pengelo laan barang mi l ik  daerah secara
berdaya-guna dan berhasi l-guna, serta untuk memberi
kepastian hukum dalam pengelolaannya.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA BARANG

Pasal 6

(1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
barang berwenang dan ber tanggungjawab a tas
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang;

10

(2 )  Wewenang Wal iko ta  sebaga imana d imaksud pada
ayat (1) pasal  in i  mel iput i  :
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang;
b .  Menetapkan  penggunaan,  pemanfaa tan  a tau

pemindahtanganan tanah dan bangunan;
c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang;
d .  Menga jukan  usu l  penghapusan  dan  a tau

pemindah tanganan  barang  yang  memer lukan
persetujuan Dewan Peruakilan Rakyat Daerah;

e .  Menye tu ju i  usu l  pemindah tanganan  dan
penghapusan  barang  sesua i  ba tas  ke -
wenangannya ;  dan

f. Menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah
dan/atau bangunan.

(3 )  Da lam me laksanakan  ke ten tuan  sebaga imana
dimaksud pada ayat (2) pasal  in i ,  Wal ikota dapat
dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
b. Kepala Bagian Perlengkapan selaku Unit pengelola

barang dan karena jabatannya sebagai pembantu
pengelola;

c. Kepala SKPD selaku pengguna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa

Pengguna;
e.  Penyimpan Barang; dan
f.  Pengurus Barang.

(4 )  Da lam me laksanakan  ke ten tuan  sebaga imana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini diaturdengan Peraturan

11



walikota, kecual i  selain tanah dan bangunan diatur

dengan KePutusan Walikota'

Pasal 7

Sekretar is  Daerah se laku pengelo la ,  berwenang dan

bertanggung jawab :
a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;

c .  Menel i t i  dan menyetu ju i  rencana kebutuhan
pemeliharaan/Perawatan barang ;

d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtangananbarangyangte |ahd isetu ju io leh
Walikota;

e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi

barang; dan
f 'Me|akukanpengawasandanpengenda| ianatas

pengelolaan barang.

Pasal 8

Kepala Bagian Per lengkapan/Uni t  pengelo la  barang

ber tanggungjawab mengkoord in i r  penye lenggaraan

pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPD;

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna

barang, berwenang dan bertanggung jawab :

a. Mengajukan rencana kebutuhan barang bagi satuan

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada

Walikota melalui pengelola;

L2

Menga jukan permohonan penetapan s ta tus  un tuk
penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh
dar i  beban APBD dan pero lehan la innya yang sah
kepada Walikota melalui pengelola;

Melakukan pencatatan dan lnventarisasi barang yang
berada dalam penguasaannya;

Menggunakan  barang  yang  berada  da lam
penguasaannya untuk kepent ingan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya;
Mengamankan dan memel ihara barang yang berada
dalam penguasaannya;

Mengajukan usul  pemindahtanganan barang berupa
tanah dan I  atau bangunan yang t idak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
barang se la in  tanah dan I  a tau  bangunan kepada
walikota melalui pengelola;

Menyerahkan  tanah  dan  bangunan yang  t idak
dimanfaatkan untuk kepent ingan penyelenggaraan

tugas  pokok  dan  fungs i  sa tuan  ker ja  perangka t

daerah yang d ip imp innya kepada Wal iko ta  mela lu i

penge lo la ;

Me lakukan  pengawasan  dan  pengenda l ian  a tas

penggunaan barang yang ada dalam penguasaan-

nya; dan

Menyusun  dan  menyampa ikan  Laporan  Barang

Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang

.l

e.

g .

h .

f.

t -

J
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Pengguna Tahunan (LBPT)  yang berada da lam

penguasaannya kePada Pengelola.

Pasal  10

Kepala  Uni t  Pe laksana Tekn is  Daerah se laku kuasa

pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab :

a. Mengajukan rencana kebutuhan barang untuk unit kerja

yang d ip impinnya kepada Kepala  Satuan Ker ja

Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang

berada dalam penguasaannya;

c .  Menggunakan barang yang berada da lam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. Mengamankan dan memelihara barang yang berada

dalam penguasaannya;

e .  Melakukan pengawasan dan pengendal ian a tas

penggunaan barang yang berada dalam penguasaan-

nya; dan

f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang

Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)yang berada dalam

penguasaannya kepada Kepala satuan kerja perangkat

daerah yang bersangkutan.

t4

Pasal 11

(1) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan
menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa
pengguna;

(2) Pengurus barang bertugas mengurus pemakaian barang
pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 12

(1) Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pbrangkat Daerah
setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada;

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang
yang ada dalam pemakaian;

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal
in i ,  berpedoman pada s tandar isas i  sarana dan
prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota, dan standar harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(4)  Peraturan Wal iko ta  dan Keputusan Wal iko ta
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)pasal ini, dijadikan
acuan dalam menyusun, Rencana Kebutuhan Barang
Mi l ik  Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Mil ik Daerah (RKPBMD);

I
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(5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana
Kebutuhan Pemel iharaan Barang Mi l ik  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini ,  sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)  mas ing-mas ing Satuan Ker ja
Perangkat Daerah (SKPD), sebagai bahan penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan Be lan ja  Daerah
(APBD).

Pasal 13

Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana
Kebutuhan Barang Mi l ik  Daerah/Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD
tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna
dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana
Kebutuhan Barang Mil ik Daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (KPBMD).

Pasal 14

(1)  Sete lah APBD d i te tapkan;  Pembantu  pengelo la
menyusun Daf tar  Kebutuhan Barang Mi l ik  Daerah
(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Mil ik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan dan pemeliharaan barang;

(2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(DKPBD), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

16

Pasal 15

Kepala Bagian Perlengkapan/Unit pengelola barang sesuai
tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Kota

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 16

Pengadaan barang d i laksanakan berdasarkan pr ins ip -

pr insip ef is ien,  efekt i f ,  t ransparan dan terbuka, bersaing,

adi l ,  t idak diskr iminat i f ,  dan akuntabel .

Pasal  17

(1) Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kota dilaksanakan

oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota;

(2 )  Pan i t ia  Pengadaan Barang/Jasa Pemer in tah  Kota

ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3) Wal ikota dapat mel impahkan kewenangan kepada

SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/

Jasa atau menunjuk pejabat pengadaan barang.

Pasal  18

(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



(2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota yang bersifat
khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan
dengan Keputusan Walikota;

(3)  Real isas i  pengadaan barang/ jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan pasal (2) pasal ini, dilakukan
pemeriksaan oleh Panit ia Pemeriksa Barang/Jasa
Pemerintah Kota ;

(4)  Pani t ia  Pemer iksa barang/ jasa Pemer in tah Kota
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan membentuk
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa kepada Kepala SKPD.

Pasal 19

(1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/
jasa Pemer in tah Kota  kepada Wal iko ta  mela lu i
pengelola;

(2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  pasal  in i ,  d i lengkapi  dokumen pengadaan
barang/jasa.

BAB VII
PENERIMAAN DAN PENYALU RAN

Pasal 20

Hasi l  pengadaan barang diter ima oleh Penyimpan
barang, dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau
tempat penyimpanan;

(2)

(3)

(4)

(1 )

(2)

(3)

Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasa l  in i ,  wa j ib  me laksanakan tugas  admin is t ras i
pener imaan barang;

Barang berupa tanah diperoleh dari Pihak Ketiga yang
terdir i  dar i  Prasarana Lingkungan, Ut i l i tas umum dan
Fasil itas Sosial yang telah diterima oleh Pemerintah
Kota  dengan  syah  da lam Ber i ta  Acara ,  segera
d i t i ndak lan ju t i  dengan  Ba l i k  Nama a tas  nama
Pemerintah Kota Makassar dan dicatat  dalam Buku
Daftar Inventar is Daerah (BDID);

Tata cara penyerahan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan" dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 21

Hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima oleh
Kepala SKPD, kemudian Kepala SKPD melaporkan
kepada Walikota melalui Kepala Bagian Perlengkapan
untuk ditetapkan penggunaannya;

Pener imaan barang sebaga imana d imaksud pada
ayat  (1 )  pasa l  in i  d i lakukan se te lah  d iper iksa  o leh
Panit ia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat
Ber i ta Acara Pemeriksaan;

Kepala Bagian Per lengkapan melakukan pencatatan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal  in i .

Pasal 22

Pan i t ia  Pemer iksa  Barang  Daerah  sebaga imana
dimaksud pada Pasal2l ayat (2) peraturan daerah ini,

(1)

18

(1 )
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bertugas memeriksa, menelit i dan menyaksikan barang
yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera
dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak / Perjanjian,
dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 23

(1) Pemerintah Kota menerima barang dar i  pemenuhan
kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan /
atau dar i  pelaksanaan dar i  suatu per i j inan tertentu;

(2) Pemerintah Kota dapat menerima barang dari Pihak
Ket iga  berupa  sumbangan,  h ibah ,  waka f .  dan
penyerahan dari masyarakat;

(3) Pener imaan barang dar i  Pihak Ket iga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal  in i ,  d i tuangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai
dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;

(4 )  Penge lo la  a tau  pe jabat  yang d i tun juk  mencata t ,
memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) pasal ini;

(5) Hasil penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik
Daerah.

Pasal 24

(1 )  Penya lu ran  barang  o leh  Peny impan barang  d i
laksanakan atas dasar Surat  Per intah Pengeluaran
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Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa pengguna disertai
dengan Berita Acara Serah Terima;

Pengguna wa j ib  me laporkan persed iaan a tau  s isa
barang kepada Pengelola melalui  pembantu pengelola;

Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan atau sisa
barang kepada pengguna.

BAB VII I
PENGGUNAAN

Pasal 25

Sta tus  penggunaan barang  d i te tapkan  un tuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKpD, dan
dapat  d ioperas ikan o leh  p ihak  la in  da lam rangka
mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan;

Status penggunaan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal  in i  d i tetapkan dengan Keputusan
Wal ikota;

Penetapan status penggunaan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan tata cara
sebagai berikut :
a. Pengguna melaporkan barang yang diterima kepada

pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
b. Pengelola menel i t i  usul  penggunaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf  a untuk di tetapkan

s ta tus  penggunaannya.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)



Pasal 26

Penetapan s ta tus  penggunaan tanah dan/a tau

bengunan di lakukan dengan ketentuan bahwa tanah

dan/atau bangunan d igunakan untuk kepent ingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dani

atau kuasa pengguna;

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerah-

kan tanah dan/a tau bangunan termasuk barang

inventar is  la innya yang t idak d igunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Walikota

melalui pengelola dengan Berita Acara.

Pasal 27

Pengguna yang t idak menyerahkan tanah dan/atau

bangunan sebagaimana d imaksud pada Pasal  26

ayat  (2)  Peraturan Daerah in i ,  d ikenakan sanks i

berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/

atau bangunan d imaksud,  dan d i laporkan kepada

aparat  pengawasan Pemer in tah Kota  untuk

di t indak lan jut i ;

Pember ian sanks i  kepada Pengguna sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada

Walikota:

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai
tugas pokok dan fungsi,  SKPD, dicabut penetapan
status penggunaannya dan dapat  d ia l ihkan kepada
SKPD la innya.

BAB IX
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 28

Pengguna/Kuasa Pengguna melakukdn pencatatan dan
pendaftaran barang ke dalam Daftar Barang Pengguna
(DBP)/Daftar Baiang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang;

Pencatatan barang sebagaimana d imaksud pada
ayat  (1)  pasal  in i ,  d imuat  da lam Kar tu  Inventar is
Barang A,  B,  C,  D,  E dan F;

Pembantu pengelo la  melakukan rekapi tu las i  a tas
pencatatan dan pendaftaran barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam Daftar Barang
Mil ik Daerah (DBMD).

Pasal 29

Pengguna / Kuasa Pengguna menyimpan dokumen
kepemilikan barang, selain tanah dan bangunan dalam
brankas;

(3)

(1)

(2)

(1 )

(1 )

(2)

(3)

(1 )(2)
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(2)

(3)

Pengelo la  waj ib  mengetahui  dan/atau menyimpan

seluruh dokumen kepemilikan tanah atau bangunan milik
Pemerintah Kota.

Dalam hal  barang tanah yang belum mempunyai
dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (2)
pasal ini, maka pengelola wajib mengadakan dokumen
kepemilikan sesuai peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
lnventarisasi

Pasal 30

(1) Pengelola dan pengguna menyelenggarakan sensus
barang setiap 5 (Lima) tahun sekali guna menyusun
Buku lnventaris dan Buku Induk Inventaris beserta
rekapitulasi barang milik Pemerintah Kota;

(2)  Pengelo la  ber tanggung jawab atas pe laksanaan
sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ;

(3) Pengguna melaksanakan sensus barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan menyampaikan
hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah selesainya sensus;

(4) Pelaksanaan sensus barang mil ik Pemerintah Kota
sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  pasa l  in i ,
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(5) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi
barang milik daerah;
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(6 )  Barang  berupa  persed iaan  dan  kons t ruks i  da lam
pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal  in i .

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal  31

1. Pengguna /  kuasa pengguna menyusun laporan barang
semesteran dan tahunan;

2.  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal  in i
disampaikan kepada Walikota melalui pengelola atau
Pembantu Pengelola;

3 .  Pembantu  Penge lo la  mengh impun laporan
sebagaimana dimaksud pada ayal(2) pasal ini menjadi
Laporan Barang Mi l ik  Daerah (LBMD);

4.  Laporan Barang Mi l ik  Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3)pasal  in i ,  d igunakan sebagai  bahan untuk
menyusun neraca Pemerintah Kota;

5 .  Laporan  sebaga imana d imaksud  pada  aya t  (1 ) ,
disampaikan secara berjenjang.

Pasal 32

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta
pelaporan barang secara akurat dan cepat sebagaimana
d imaksud  da lam Pasa l  28 ,  Pasa l  30  dan  Pasa l  31 ,



dipergunakan aplikasi Sistem lnformasi Manajemen Barang

Daerah (SIMBADA).

BAB X

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 33

(1) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, selain tanah

dan  /  a tau  bangunan yang  d ipergunakan  un tuk

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat

persetujuan pengelola;

(2) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang t idak

di perg unakan untuk menu njang penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi  SKPD, di laksanakan oleh pengelola

setelah mendapat persetujuan Walikota;

Pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada

aya t  (1 ) ,  (2 )  dan  (3 )  pasa l  i n i  d idasarkan  a tas

per t imbangan tekn is  dengan  memperha t i kan

kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum;

Pemanfaatan barang selain tanah dan / atau bangunan
yang  t idak  d ipergunakan  un tuk  menun jang
penye lenggaraan  tugas  pokok  dan  fungs i  SKPD,

d i laksanakan  o leh  pengguna se te lah  mendapat
persetujuan pengelola;

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 34

(1) Bentuk-bentuk pemanfaatan barang berupa :
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

(2)  Pelaksanaan bentuk-bentuk pemanfaatan barang
sebagaimana d imaksud pada ayet  (1)  pasa l  in i
ditetapkan oleh Walikota.

(1 )

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 35

Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang
belum dimanfaatkan oleh pemerintah Kota,  dapat
d isewakan  kepada  p ihak  ke t iga  sepan jang
menguntungkan Pemerintah Kota;

Barang yang disewakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal  in i  t idak merubah status kepemil ikan
barang;

Penyewaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota;

(4) Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan,
se la in  tanah dan/a tau bangunan yang mas ih  d i

(3)

(4)

(2)

(3)
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pergunakan o leh pengguna,  d i laksanakan o leh
pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola;

(5) Hasil pembayaran sewa langsung disetor ke kas daerah.

Pasal 36

Penyewaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal35
ayat (1) peraturan daerah ini jangka waktunya paling lama
5 ( l ima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 37

(1)  Naskah per jan j ian sewa menyewa sebagaimana
dimaksud pada Pasal34 peraturan daerah ini, sekurang-
kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan

jangka waktu;
c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional

dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
dan

d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(2) a. Harga sewa tanah didasarkan pada NJOP;
b. Harga sewa ruang dibawah permukaan tanah ialah

50 o/o kali NJOP;
c. Harga sewa bangunan didasarkan pada NJOP dan/

atau hasiltaksiran yang dilakukan oleh Tim penafsir
yang dibentuk oleh Walikota; dan
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d. NJOP sebagaimana yang dimaksud pada poin a, b,
dan c  ada lah NJOP yang ber laku pada saat
perjanjian dibuat.

(3) Terhadap sewa tanah yang digunakan untuk kegiatan
insidentir ditetapkan dengan peraturan tersendiri;

(4) Harga sewa tanah tersebut ayat (2) dan (3) pasat ini
seluruhnya disetor ke kas daerah.

Pasal 38
(1) Pemanfaatan barang serain disewakan sebagaimana

dimaksud daram pasar 35 peraturan daerah ini dapat
dikenakan retribusi;

(2) Retr ibusi atas pem anfaatanlpenggunaan barang
sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  pasat  in i ,
ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 39
(1) Segala jenis barang dapat dipinjampakaikan untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(2) Pinjam pakai barang di laksanakan oleh pengelola

setelah mendapat persetujuan Walikota;
(3) Barang yang dipinjampakaikan tidak merubah status

kepemilikan barang tersebut;
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang pating lama 2(dua)

tahun dan dapat diperpanjang;



(5) Naskah perjanjian mengenai pelaksanaan pinjam pakai

barang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.  jenis,  luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu peminjaman;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional

dan  pemel iha raan  se lama jangka  wak tu
peminjaman; dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 40

Dalam ha l  Pemer in tah  Kota  sebaga i  p ihak  pemin jam

barang dar i  p ihak la in,  maka didasarkan pada per janj ian

tersendiri antar pihak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang ber laku.

Bagian Kelima

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 41

Ker jasama Pemanfaa tan  barang  dengan  p ihak  la in

dilaksanakan dalam rangka :
a .  Mengopt ima lkan daya guna dan has i l  guna barang

Daerah dan;
b.  Meningkatkan pener imaandaerah.

Pasal 42

Ker jasama pemanfaatan barang d i laksanakan
sebagai berikut :

a' Kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
yang sudah d iserahkan o leh  pengguna kepada
Pengelola;

b .  Ker jasama pemanfaatan  sebag ian  tanah dan I
a tau  bangunan yang  mas ih  d igunakan  o leh
Pengguna;  dan

c. Kerjasama pemanfaatan atas barang mirik daerah
selain tanah dan latau bangunan.

(2) Ker jasama pemanfaatan atas barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf  a pasar in i ,  d i raksanakan
oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan walikota;

(3) Ker jasama Pemanfaatan atas barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ) huruf b dan huruf c, diraksanakan
setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 43

Kerjasama pemanfaatan barang diraksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam

APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliha raanl
perba ikan  dan  pembangunan,  yang  d iper lukan
Pemerintah Kota untuk kepentingan pelayanan umum;

b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui ten-
der  /  l e lang  dengan  meng iku tser takan  sekurang_
kurangnya 5 ( l ima) peserta/  peminat,  kecual i  untuk
keg ia tan  yang  bers i fa t  khusus  dapa t  d i lakukan
penunjukan langsung setelah ter lebih dahulu di lakukan
kajian dan dituangkan dalam Keputusan Walikota;

(1 )
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c.

d.

e.

f.

(1 )

(2)

(3)

(1 )

Bentuk kegiatan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada poin b pasal ini diatur oleh Keputusan
Walikota;
Dalam Kerja sama ditetapkan jumlah kontribusi selama
jangka waktu perjanjian dan dievaluasi setiap 2 (dua)tahun
untuk penyesuaian dengan tingkat Inflasi atau keadaan
pasar berlaku;
Penetapan besaran pembayaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan,
didasarkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan
oleh Walikota: dan
Pembayaran kont r ibus i  te tap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas
Daerah setiap tahun selama jangka waktu kerjasama.

Pasal 44

Biaya pengka j ian,  pene l i t ian ,  penaks i ran dan
pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

B iaya yang berkenaan dengan pers iapan dan
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan
pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak ketiga;

Komponen dan besaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal 45

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan

dapat diperpanjang dengan ketentuan dirakukan kajian
ulang sesuai Pasal 43 huruf (e,f);

(2) selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan
barang yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;

(3) Tanah dan atau bangunan tetap milik pemerintah Kota
Makassar;

Pasal 46

setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan,
Wal ikota menetapkan status barang dan penggunaan /
pemanfaa tan  a tas  tanah  dan /a tau  bangunan sesua i
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bangun Guna Serah

Pasal 47

(1 )  Ob jek  bangun  guna  serah  berupa  ser t i f i ka t  hak
pengelolaan milik pemerintah Kota ;

(2) Bangun Guna Serah barang dapat dilaksanakan dengan
ketentuan :

a .  Pemer in tah  Kota  memer lukan bangunan dan,
fasil i tas bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk
kepen t ingan  pe layanan  umum da lam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
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Tanah milik Pemerintah Kota yang telah diserahkan

oleh pengguna kepada Walikota; dan
Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas dimaksud.

(3) Bangun Guna Serah barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 48

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah di laksanakan
mela lu i  tender / le lang dengan mengikutser takan
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta;

(2) Jangka waktu pengoperasian Bangun Guna Serah
disepakati bersama antara Pemerintah Kota dengan
Mitra, dengan ketentuan pal ing lama 30 (t iga puluh)
tahun;

(3) Selama jangka pengoperasian Bangun Guna Serah,
pihak mitra wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap tahun

yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasi l
perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
T idak  men jaminkan ,  menggada ikan  a tau

memindahtangankan objek Bangun Guna Serah;
Memelihara objek Bangun Guna Serah; dan
Tanah dan atau bangunan tetap milik Pemerintah
Kota Makassar.

Pasal 49

(1) Bangun guna serah di laksanakan berdasarkan surat
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Objek bangun guna serah;
c. Jangka waktu bangun guna serah;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam

perjanjian; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek
bangun guna serah diaudi t  o leh aparat  pengawasan
fungsional Pemerintah Kota sebelum penggunaannya
ditetapkan oleh Walikota;

Hak  penge lo laan  mi l i k  Pemer in tah  Ko ta  d i la rang
dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan
Perundang-Undangan;

Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan
(HPL) Pemerintah Kota dapat dijadikan Jaminan dan I
atau d iagunkan sesuai Peraturan Perundang-undangan ;

Tanah dan a tau  Bangunan te tap  mi l i k  Pemer in tah
Kota Makassar,  dan t idak dapat di t ingkatkan menjadi
Hak  Mi l i k

Pasal 50

(1) Biaya pengkaj ian, penel i t ian dan pengumuman tenderi
lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b.

c.

(2)

(3)

(4)

(5)

b .

c.
d .
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(2)

(3)

(4)

(1 )

(2)

(1 )

(2)

(1 )

(2)

Biaya  yang  berkenaan  dengan  pers iapan  dan
pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan
pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang;

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

lz in Mendir ikan Bangunan dalam rangka bangun guna

serah atas nama Pemerintah Kota, retribusi IMB dibayar

oleh mitra bangun guna serah.

Bagian Ketujuh

Bangun Serah Guna

Pasal 51

Obyek bangun serah  guna,  berupa Ser t i f i ka t  Hak

Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;

Bangun serah guna barang dapat di laksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota memerlukan bangunan dan fasil i tas

bag i  penye lenggaraan  pemer in tahan  un tuk

kepen t ingan  pe layanan  umum da lam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. Tanah milik Pemerintah Kota yang telah diserahkan

oleh pengguna kepada Walikota;

c.  Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan
fasil itas dimaksud.

(3) Bangun Serah Guna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal  in i  d i laksanakan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan Walikota .

Pasal 52

Penetapan mi t ra  bangun serah  guna d i laksanakan
mela lu i  tender  /  l e lang  dengan  meng iku tser takan

sekurang-kurangnya 5 (l ima) peserta/peminat;

Selama jangka waktu pengoperasian Bangun Serah

Guna, pihak Mitra waj ib memenuhi kewaj iban sebagai
berikut :

a.  Membayar kontr ibusi  ke kas daerah set iap tahun
yang besarannya d i te tapkan berdasarkan has i l
perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;

b .  T idak  men jaminkan ,  menggada ikan  a tau
memindahtangankan objek bangun serah guna;

c.  Memel ihara objek Bangun Serah Guna; dan

d. Tanah dan latau bangunan tetap mi l ik  Pemerintah

Kota.

Pasal 53

Objek bangun serah guna berupa tanah t idak boleh

di jadikan jaminan utang/diagunkan;

Hak Guna Bangunan (HGB) di  atas Hak Pengelolaan
(HPL) mi l ik  Pemerintah Kota,  dapat di jadikan jaminan

utang/diagunkan dan di laksanakan sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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(3 )  Jangka waktu  bangun serah  guna pa l ing  lama 30
( t iga  pu luh)  tahun se jak  per jan j ian  d i tandatangan i ;

(4) Tanah dan /  atau bangunan tetap mi l ik  Pemerintah
Kota Makassar,  dan t idak dapat di t ingkatkan menjadi
hak  mi l i k .

Pasal 54

(1) Bangun serah guna di laksanakan berdasarkan surat
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.  Objek bangun serah guna;
c.  Jangka waktu bangun serah guna;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam

perjanjian; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

(2) lz in Mendir ikan Bangunan ( lMB)bangun serah guna atas
nama Pemerintah Kota, retribusi IMB dibayar oleh Mitra
Bangun Serah Guna.

Pasal 55

(1) Biaya pengkaj ian,  penel i t ian dan pengumuman tender /
le lang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

(2 )  B iaya  yang  berkenaan  dengan  pers iapan  dan
pelaksanaan penyusunan surat  per janj ian,  konsul tan Q)

pe laksana  /  pengawas ,  d ibebankan  pada  p ihak
pemenang;

(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.
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Pasal 56

Bangun Serah Guna barang dilaksanakan dengan ketentuan:

a .  Mi t ra  bangun serah  guna harus  menyerahkan has i l

bangun  serah  guna  kepada  Wal i ko ta  se te lah

se lesa inya  pembangunan ;
b .  M i t ra  Bangun Serah Guna dapat  mendayagunakan

barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan

dalam surat  per janj ian;  dan

c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek

bangun serah guna diaudi t  o leh aparat  pengawasan

fungsional Pemerintah Kota sebelum penggunaannya

ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
PENGAMANAN DAN PEM ELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 57

Pengelola,  pengguna dan/atau kuasa pengguna waj ib

melakukan pengamanan barang yang berada dalam

penguasaannya;

Pengamanan barang sebaga imana d imaksud pada

ayat  (1 )  pasa l  in i ,  me l ipu t i  :

a .  Pengamanan admin is t ras i ,  me l ipu t i  keg ia tan

pembukuan ,  Inven ta r i sas i ,  pe laporan ,  dan

penyimpanan dokumen kepemil ikan;

(1 )



b. Pengamanan f i s ik  un tuk  mencegah te r jad inya
penurunan  fungs i  ba rang ,  penurunan  jumlah

barang dan hi langnya barang;

Pengamanan f i s ik  un tuk  tanah dar i  bangur ia r l

d i l akukan  dengan  cara  pemagaran  dan

pemasangan tanda  ba tas ,  se la in  tanah  dan

bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan

pemel iharaan; dan

d. Pengamanan hukum antara la in mel iput i  kegiatan

melengkapi bukti status kepemilikan;

e.  Pengamanan f is ik bangunan di lakukan rehabi l i tasi

ringan/sedang/berat dan rehabil itasi total.

Pasal 58

Barang berupa tanah harus disertif ikasikan atas nama

Pemerintah Kota;

Barang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan atas nama Pemerintah Kota;

Barang  se la in  tanah  dan /a tau  bangunan harus

dilengkapi dengan bukti sertifikat kepemilikan atas nama

Pemerintah Kota;

Barang berupa Kendaraan Roda 6 (enam), Roda 4

(empat) ,  Roda 2 (dua) harus di lengkapi  dengan Bukt i

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Pemeliharaan fisik dilaksanakan meliputi pemeliharaan

r ingan /sedang /bera t .

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)
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(1 )

(2)

(1 )

(2)

Pasal 59

Jika terdapat orang mendali lkan suatu hak atas barang
yang dimi l ik i  dan/atau dikuasai  Pemerintah Kota,  maka
penge lo la ,  pengguna  dan /a tau  kuasa  pengguna
melakukan kaj ian/ te laah terhadap alat  bukt i  dal i l  har
tersebut;

Has i l  ka j ian / te laah  sebaga imana d imaksud  pada
aya t  (1 )  pasa l  i n i  dapa t  berupa  saran  :
a.  Pemerintah Kota tetap dapat menguasai  barang

yang didal i lkan tersebut;
b. Membentuk Tim Musyawarah dengan Keputusan

Walikota;
c. Memberi kesempatan pihak lain untuk menggugat

secara hukum.

Pasal 60

Barang inventaris kantor yang berfungsi sebagai fasil i tas
jabatan, di larang dibawa pulang ke rumah kecual i  ada
izin dari atasan langsung jabatan yang bersangkutan,
sebaga i  ba rang  p in jaman dan  d ibua t  per jan j ian
pinjaman yang di tandatangani  o leh yang meminjam
dan disetujui  o leh peminjam;

Barang yang dipinjam pejabat sebagaimana dimaksud
pada aya t  (1 )  pasa l  i n i  ha rus  d ipergunakan  dan
d ikembal ikan  sesua i  ke ten tuan iz in  yang d iber ikan
pa l ing  lama 30 har i ;

Pejabat yang telah berakhir masa jabatannya karena
promosi,  p indah, pensiun atau meninggal  dunia,  maka

(3)



paling lama 1 (satu)bulan setelah berakhir masa jabatan
tersebut,  harus mengembal ikan segala barang yang
berada dalam penguasaannya;

(4) Pejabat yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),  (2) ,  dan (3) pasal  in i ,  dapat
dikenakan tindakan paksaan pemerintahan (besfuurs
dwang) ,  a tau  d ikenakan tuduhan melakukan t indak
pidana penyerobotan dan/atau penggelapan sesuai
peraturan perundang-undangan;

Pasal  61

Barang  berupa  bangunan,  gedung  dan  kendaraan
bermoto r  dapa t  d iasurans ikan  sesua i  kemampuan
keuangan daerah dan d i laksanakan sesua i  ke ten tuan
pera turan  perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemel iharaan

Pasal 62

(1 )  Pembantu  penge lo la ,  pengguna  dan /a tau  kuasa
pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang
yang ada di  bawah penguasaannya;

(2) Pemel iharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal  in i  berpedoman pada kebutuhan Pemel iharaan
Barang Mi l ik  Daerah (DKPBMD);

(3) Biaya pemeliharaan barang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

(1 )

(2)

Pasal 63

Pengguna dan/atau kuasa pengguna waj ib membuat
Daftar Hasi l  Pemel iharaan Barang dan melaporkan
kepada Pengelola secara berkala;

Pembantu Pengelola menel i t i  laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal  in i  dan menyusun Daftar
Hasi l  Pemel iharaan Barang yang di lakukan dalam 1
(satu) tahun anggaran berjalan;

Laporan hasi l  pemel iharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB XII
PENILAIAN

Pasal 64

Penilaian barang milik Pemerintah Kota dilakukan dalam
rangka  penyusunan  neraca  Pemer in tah  Ko ta ,
pemanfaatan ,  dan pemindahtanganan barang mi l i k
Pemerintah Kota;

Peni la ian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasa l  i n i  be rpedoman pada  S tandar  Akun tans i
Pemerintahan (SAP).

Pasal 65

Peni la ian barang berupa tanah dan/atau bangunan
di laksanakan untuk mendapatkan ni la i  wajar dengan
est imas i  te rendah menggunakan N i la i  Jua l  Ob jek
Pa jak  (NJOP) ;

(3)

(1 )

(2)

(1 )
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(2) Penilaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasalini, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan walikota
dan  dapa t  me l iba tkan  pen i la i  i ndependen yang
bersertif ikat di bidang penilaian aset;

Hasi l  peni la ian barang sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) pasal iniditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
PENGHAPUSAN

Pasal 66

Penghapusan barang meliputi :
a. Penghapusan dari Daftar barang pengguna dan/atau

Kuasa Pengguna;

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 67

(1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 66 huruf a dirakukan daram har barang dimaksud
sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/
atau kuasa pengguna;

(2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 66 huruf b dirakukan daram hal barang dimaksud
sudah beral ih kepemil ikannya, ter jadi pemusnahan
atau sebab-sebab la in  seper t i  rusak karena
kecelakaan,  t idak dapat  d igunakan karena b iaya
perbaikan lebih besar dari  manfaatnya;
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Penghapusan sebagaimana di  maksud pada ayat (1)
pasal ini, dilaksanakan dengan Keputusan pengelola
atas nama Walikota;

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini, dilaksanakan dengan keputusan Walikota.

Pasal 68
(1) Penghapusan barang dengan t indak lanjut  pemusnahan

dilakukan apabila barang dimaksud :
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan

dan t idak dapat dipindahtangankan; atau
b. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang_

undangan yang ber laku.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan
dari pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota;

(3 )  Pe laksanaan pemusnahan sebaga imana d imaksud
pada ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 69

(1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan,
dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal  in i  d i laksanakan sesuai  ketentuan perundang-
undangan;

(3) Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada
ayal(2) pasal  in idan masih mempunyai  n i la iekonomis,
dapat di lakukan melalui  :

(3)

(4)
(3)



a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak la in.

(4 )  Has i l  pe le langan  umum /  pe le langan  te rba tas
sebagaimana pada ayat (3) huruf a pasal ini, disetor ke
kas Daerah;

(5) Pelelangan atau penghibahan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibuatkan berita acara
dan  d i laporkan  kepada  Wal i ko ta  me la lu i  Bag ian
Perlengkapan.

BAB XIV
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama

Bentu k-Bentu k Pemi ndahtan ganan dan persetujuan

Pasal 70

Bentuk-bentu k pemindahtanganan sebagai t indak lanjut atas
penghapusan barang, mel iput i  :
a.  Penjualan;
b.  Tukar menukar:
c.  Hibah; dan
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal  71

(1)  Pemindahtanganan barang sebaga imana d imaksud
pada Pasal 70 peraturan daerah ini ditetapkan dengan
Keputusan Wal ikota setelah mendapat persetujuan
Dewan Penvaki lan Rakyat Daerah, untuk:

a. Tanah dan/atau bangunan;
b. Selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih

dari Rp. 5.000.000.000,00 (l ima milyar rupiah).

Pemindah tanganan  tanah  dan /a tau  bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini,

yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Penryakilan

Rakyat Daerah, aPabila :

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota;

b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

penggant i  sudah  d ised iakan  da lam dokumen

penganggaran;
Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan,

Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

Jika status kepemil ikannya dipertahankan t idak

layak secara ekonomis.

pemindahtanganan sebagaimana
ayat(2) pasal ini diberitahukan kepada

Pasal 72

Pemindahtanganan barang selain tanah dan/atau bangunan

yang berni lai  sampai dengan Rp. 5.000'000.000,00 ( l ima

mil iar rupiah), di lakukan oleh pengelola setelah mendapat

persetujuan Walikota.

(2)

c.
d .
e.

f .

(3) Pe laksanaan
dimaksud pada
DPRD.
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Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 73

(1) Penjualan barang diraksanakan dengan pertimbangan :
a. Untuk optimalisasi barang yang berlebih;
b. secara ekonomis rebih menguntungkan bagidaerah

apabila dijual;
c .  Sebagai  pe laksanaan ketentuan pera turan

perundang-undangan.

(2) Penjualan barang dirakukan secara rerang, kecuari
dalam hal-hal tertentu;

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini meliputi :
a .  Pen jua lan kendaraan d inas operas iona l

Pemer in tah Kota  Makassar ,  a la t_a la t  bera t ,
kendaraan operasional Ambulance, kendaraan
operasional lapangan;

b. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat
daerah;

c. Penjualan rumah golongan ll l.
d. Barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh

pengelola.

(4) Tata cara penjuaran barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
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Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 74

Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 ayal (3) huruf a, dilaksanakan

sesua i  dengan ketentuan pera turan perundang-

undangan;

Penjua lan kendaraan perorangan d inas yang

dipergunakan oleh Pejabat Daerah yang berumur 5

(l ima) tahun lebih, dapat di jual 1 (satu) unit  kepada

yangbersangkutansetelahmasajabatannyaberakhir;

PNS akt i f /pens iunan,  janda /  duda pensiunan '  dan

anggota DPRD yang menguasai  kendaraan d inas

operasional atau barang berhak memilikinya melalui

permohonan pembelian (dum) kepada pengelola;

(4) Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas

sebagaimanadimaksudpadaayat (2)pasa| in id ia tur
dengan Peraturan Walikota

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 75

(1) Penghapusan / Penjualan kendaraan dinas operasional

meliput i jenis :
a. Kendaraan dinas operasional liabatan; dan

b. Kendaraan dinas operasional khusus / Iapangan'

(1 )

(2)

(3)
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(2)  Kendaraan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)
huruf  a  yang berumur S ( l ima)  tahun leb ih ,  dapat
dihapus dari  daftar lnventaris Barang Mil ik Daerah;

(3) walikota dapat menetapkan lebih lanjut mengenai umur
kendaraan dinas operasionar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini dengan memperhatikan kondisi
tiap kendaraan;

(4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini ,  di laksanakan setelah dihapus dari
daftar Inventaris Barang Milik Daerah;

(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 76

(1)  Penghapusan /  penjua lan sebagaimana d imaksud
dalam Pasal 75 ayat (1 ) huruf b, yang telah berumur 10
(sepuluh) tahun lebih;

(2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud.
dalam pasal 75 ayat (1) huruf b pasal ini, dilakukan
melaluipelelangan umum atau pelelangan terbatas yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3) Penjualan dan / atau penghapusan kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat(1), sudah
ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 77

walikota menetapkan golongan rumah dinas daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2)  Penggolongan rumah d inas daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas :

a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan)

b .Rumahdinasdaerahgolonganl l ( rumahlns tans i ) ;
dan

c.  Rumah d inas daerah golongan l l l  (perumahan

Pegawai).
Pasal 78

(1 ) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai

dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan

struktur organisasi dan / atau sudah ada penggantiyang

lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas

daerah golongan ll;

(2)Rumahdinasdaerahgo|onganlIdapatdirubahstatusnya
menjadi rumah dinas golongan ll l, kecualiyang terletak

di suatu komPleks Perkantoran;

(3)  Rumah d inas daerah go longan l l  dapat  d i rubah

statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk

memenuhi kebutuhan rumah jabatan'

(1 )
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Pasal 79

Rumah dinas daerah dapat dijualbelikan atau disewakan.
dengan ketentuan :

a' Rumah dinas daerah gorongan il yang terah dirubah
golongannya menjadi rumah dinas golongan l l l ;

b. Rumah dinas daerah gorongan ilr yang terah berumur
10 (sepuluh) tahun atau lebih;

c. Pegawai yang dapat membeli  adalah pegawai yang
sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuruh) tahun atau
lebih dan belum pernah memberi atau memperoreh
rumah dengan cara apapun dari pemerintah Kota atau
pemerintah;

d. Pegawai yang dapat memberi rumah dinas daerah
adalah penghuniyang memegang surat rzin penghunian
yang dikeluarkan Walikota;

e. Rumah dinas daerah dimaksud t idak sedang daram
sengketa; dan

f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang
t idak d imi l i k i  o leh pemer in tah Kota ,  maka untuk
memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Penjualan rumah dinas daerah golongan li l beserta atau
tanpa beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan
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Walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang

di |akukano|ehPani t iaPenaks i rdanPani t iaPeni la i ;

(2) Panit ia Penaksir dan Panit ia Peni lai  sebagaimana

dimaksud pada ayat  (1)  pasal  in i  d ibentuk dengan

KePutusan Walikota;

(3)  Hasi l  penjua lan rumah d inas daerah golongan l l l

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini' disetor ke

Kas Daerah.

Pasal 81

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar

lnventar is  Barang Mi l ik  Daerah d i te tapkan dengan

Keputusan Walikota setelah harga penjualan tanah dan/

atau bangunan tersebut lunas'

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan

Ganti Rugi

Pasal 82

(1) Pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangun-

an melalui pelepasan hak dengan ganti kerugian' dapat

d iproses dengan per t imbangan menguntungkan

Pemerintah Kota;

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini' dengan

memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga

Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir

L

53



yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat
dilakukan oleh lembaga lndependen yang bersertif ikat
dibidang penilaian aset;

(3 )  Proses  pe lepasan hak  tanah dan/a tau  bangunan
sebaga imana d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i ,
dilakukan dengan pelelangan oleh panitia yang dibentuk
Walikota.

Pasal 83

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasalg2 tidak
berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling
perumahan pegawai negeri;

(2)  Kebi jakan pelepasan hak atas tanah kavl ing untuk
pegawai negeri diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 5
Penjualan Barang Milik Daerah Selain

Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 84

Penjualan barang selain tanah dan/atau bangunan
di laksanakan o leh pengelo la  sete lah mendapat
persetujuan Walikota;

Penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dilakukan dengan ketentuan :
a .  Pengguna mengajukan usul  penjua lan kepada

pengelola;
b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualanyang

diajukan oleh pengguna sesuai kewenangannya;

(1 )

(2)
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Pengelo la  menerb i tkan keputusan untuk

menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan

yang d ia jukan o leh pengguna da lam batas

kewenangannYa. r jan

Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan

Walikota atau Dewan Pen'vakilan Rakyat Daerah'

pengelo la  mengajukan usul  penjua lan d iser ta i

dengan pertimbangan atas usulan dimaksud'

Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh

pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) huruf d pasal in 'r ,  di lakukan setelah

mendapat  persetu juan Wal iko ta  a tau Dewan

Perwaki lan RakYat Daerah;

Hasil penjualan barang disetor ke Kas Daerah'

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 85

(1)  Tukar -menukar  barang d i laksanakan dengan

pertimbangan :

a .  Untuk  memenuhi  kebutuhan operas iona l

PenYelenggaraan Pemerintahan;
b. Untuk optimalisasi pemanfaatan barang; dan

c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah'

c.

d .

(3)

(4)



(2)  Tukar  menukar  barang dapat  d i rakukan antara
Pemerintah Kota dengan pihak :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Kota lainnya;
c. BUMN atau badan hukum lain:
d. Swasta.

Pasal g6

(1) Tukar-menukar barang dapat berupa :
a' Tanah dan/atau bangunan yang terah diserahkan

oleh Kepala  SKpD kepada Wal iko ta  meta lu i
pengelola;

b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota; dan

c. Barang selain tanah dan latau bangunan.
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasarini, diraksanakan oreh pengerora seterah mendapat
persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 87
Tukar-menukar  barang sebagaimana d imaksud daram
Pasal 86 ayat (1) huruf a dan huruf b peraturan daerah ini .
dilaksanakan dengan ketentuan :
a .  Pengelora mengajukan usul  tukar  menukar  tanah

dan/atau bangunan kepada wal ikota disertai  alasan/
per t imbangan dan ke lengkapan data;
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b.

d .

e.

f.

Usulan tukar  menukar  tersebut  d i te l i t i  dan d ika j i  o leh
suatu  T im yang d ibentuk  dengan Keputusan
Wal ikota,  untuk mengetahui  a lasan/per t imbangan
per lunya tukar  menukar  tanah dan/atau bangunan
tersebut ,  ser ta  aspek tekn is ,  ekonomis,  sos ia l ,  dan
yur id isnya;
Apabi la  has i l  penel i t ian dan ka j ian T im menunjukkan
layak,  maka Wal ikota dapat  mempert imbangkan
untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau

bangunan tersebut  untuk d iper tukarkan (Ruis lag) ;

Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwaki lan
Rakyat Daerah;
Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah

dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah
mendapat persetujuan Walikota; dan
Pelaksanaan serah ter ima barang yang d i lepas,

d iper tukarkan dan barang penggant inya,  harus

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 88

Tukar  menukar  barang sebagaimana d imaksud dalam

Pasal 86 ayat (1) huruf c peraturan daerah ini  di laksanakan

dengan ketentuan :
a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada

pengelo la  d iser ta i  a lasan dan per t imbangan,

kelengkapan data dari hasil pengkajian Panitia yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b l



b. Pengelora meneriti dan mengkaji arasan/pertimbangan
perlunya tukar menukar tanah danlatau bangunan dari
aspek teknis, ekonomi, dan yuridis;
Apabi la  has i l  penel i t ian dan ka j ian rnenunjukkan
memenuhi  syarat  sesuai  peraturan yang ber laku,
pengelofa dapat mempertimbangkan untuk menyetujui
sesuai batas kewenangannya;
Pengguna melaksanakan tukar  menukar  sete lah
mendapat persetujuan pengelola; dan
Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 89

Tukar menukar antara pemerintah dengan pemerintah
Kota dan antar-pemerintah Kota apabira terdapat serisih
ni lai  lebih, maka sel isih ni lai  lebih dimaksud dapat
dihibahkan:

Sef is ih  n i la i  leb ih  yang d ih ibahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasalinidituangkan dalam Berita
Acara Hibah.

dan untuk yang ber jasa da lam penyelenggaraan
pemerintahan;

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
harus memenuhi syarat:
a. Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;

b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak; dan

c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungs i  da lam penye lenggaraan
pemerintahan daerah;

d .  T idak mengganggu dan mengurang i  fungs i
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan

dan kemasu"'"n1'11", 
n,,

Barang yang dapat dihibahkan adalah :

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh

Kepala SKPD kepada Walikota;

Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya

di tempat i  terus menerus dan d i rencanakan untuk

dihibahkan;
Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

oleh Kepala SKPD kepada Walikota inelalui pengelola;

Barang bergerak atau kendaraan bermotor dapat

dihibahkan kepada yang dipandang berjasa dan/atau

d.

(1)

(2)

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 90
(1) Hibah barang dapat dilakukan dengan

untuk kepentingan sosiat, keagamaan,
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pertimbangan

kemanusiaan,

b.

d .

59



f.

e.

(1 )

(2)

(3)

mengabdi pada Pemerintah Kota secara terus menerus
sampai Purna Bhakti.
Se la in  tanah dan/a tau bangunan yang dar i  awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
Barang tertentu karena mempunyai nilai historis khusus
dan pertimbangan khusus.

Pasal 92

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf a
peraturan daerah ini ,  di tetapkan dengan Keputusan
Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali
tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b,
ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c
pasal iniyang berni lai  Rp 5.000.000.000,00 ( l ima milyar
rup iah)  a tau leb ih  d i te tapkan dengan Keputusan
Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD;

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d
pasal ini dilaksanakan oleh Walikota.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Pasal 93

Penyer taan modal  Pemer in tah Kota atas barang
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan

pen ingkatank iner jaBadanUsahaMi l i kNegara /Badan

Usaha Mi l i k  Daerah,  a tau  usaha berbadan hukum

lainnya yang dimiliki pemerintah atau swasta;

(2) Barang yang di jadikan sebagai  penyertaan modal

daerahsebaga imanad imaksudpadaayat (1 )pasa | in i ,

ditetapkan oleh walikota setelah mendapat persetujuan

Dewan Penvakilan RakYat Daerah;

(3 )  Penyer taan moda l  sebaga imana d imaksud pada

aya t  (1 )  pasa l  i n i  d i te tapkan  dengan  Pera tu ran

Wal iko ta .

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

(1) Walikota melakukan pembinaan pengelolaan barang;

walikota dibantu sekretaris Kota selaku pengelola

melakukan pengendalian pengelolaan barang;

Pengguna melakukan pemantauan dan penerb i tan

terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan'

penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang

yang berada di bawah penguasaannya;

Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta

aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit

sebagai  t indak lan ju t  dar i  has i l  pemantauan dan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini;

(4)

(2)

(3)

(4)

(1 )
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(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal
ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Pengelola berwenang melakukan pemantauan dan
invest igas i  a tas  pe laksanaan penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang, dalam
rangka penert iban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang sesuai  ketentuan yang
berlaku;

(2)  Untuk keper luan pemantauan dan invet igas i
sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  pasa l  in i ,
pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional
untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang;

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti
sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 96

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang,
disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2)  Pe jabat  dan/a tau pegawai  yang melaksanakan
pengelolaan barang yang menghasilkan pendapatan dan
penerimaan Daerah, diberikan insentif;

(3 )  Peny impanan dan pengurus barang da lam
melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(4) Ketentuan mengenai besaran insenti f  dan tunjangan
khusus sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)
dan (3)  pasa l  in i ,  d i te tapkan dengan Keputusan
Wal iko ta .

BAB XVII
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 97

Set iap  ke rug ian  daerah  ak iba t  ke la la ian ,
penya lahgunaan/  pe langgaran hukum la innya a tas
pengelolaan barang, diselesaikan melalui tuntutan ganti
rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

P ihak  yang  mengak iba tkan  kerug ian  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal  in i  dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Barang yang telah ada sebelum berlakunya peraturan
daerah in i  waj ib segera di lakukan inventar isasi  dan
diselesaikan dokumen kepemil ikannya;

(3)

(1)

(1 )

(2)

(1 )
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(2)

(3)

(4)

Dalam daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini dicatat jelas status kepemilikan dan
penggunaannya;

Penyelesaian dokumen kepemi l ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini ,  di laksanakan oleh
pengguna dan / atau pengelola;

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan
pada ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 99

Pengelolaan barang yang terkait  pemindahtanganan dan
pemanfaatan sebagai  konsekuens i  dar i  ker jasama
pemanfaatan,  bangun guna serah,  a tau bangun serah
guna,  yang sudah ber ja lan dan /  a tau sedang dalam
proses, sebelum berlakunya peraturan daerah ini ,  tetap
dapat  d i laksanakan sampai  hab is  masa ber lakunya
perjanj ian kerjasama.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Segala ketentuan perundang-undangan Kota Makassar
sepanjang substansinya tidak diatur dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
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Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, mengundangkan peraturan

Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

ngkan d i  Makassar
taftgal 4 April 2008

KOTA MAKASSAR,

UF€NTO GUNTUR

April 200B

I.tr* ,t,r. t!-

:{+IEnnv ls

LEMBARAN DAERAH KOTAMAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2OOB
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2OO8

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1.  UMUM

Barang milik daerah memiliki kedudukan, peran, dan
fungs i  yang  sanga t  s ign i f i kan  da lam menun jang
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang milik daerah
yang merupakan bag ian  dar i  keuangan daerah,  akan
berpengaruh dan Pendapatan dan Belanja pengelolaannya
menjadi  pent ing karena menentukan dalam penyusunan
Anggaran Daerah.

Pengelolaan barang mi l ik  daerah dengan demikian
juga menjadi bagian dari pengelolaan keuangan dan/atau
kekayaan  daerah ,  ber tu juan  un tuk  mencapa i  te r t i b
admin is t ras i  penge lo laan barang mi l i k  daerah secara
berdaya-guna dan berhasi l -guna, serta untuk memberi
kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Da lam rangka  men jamin  te r laksananya  te r t ib
administrasi  dan tert ib pengelolaan barang mi l ik  Daerah
tersebut, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah
secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait
dalam pengelolaan barang milik Daerah.

a.  L ingkup Barang Mi l ik  Daerah

Lingkup Pengelolaan Barang Daerah Mi l ik  Daerah
mengacu pada rumusan da lam Pera turan  Pemer in tah
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Nomor 6 tahun 2006 tentang pengerolaan Barang Negara /
Daerah dan Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 17
Tahun 2007 tentang pedoman Teknis pengelolaan Barang
Daerah. Kedua peraturan tersebut menentukan bahwa
l ingkup  barang  mi r i k  Daerah  d isamp ing  berasar  dar i
pembelian atau perolehan atas beban Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang
sah. Barang Mi l ik  Daerah yang berasal  dar i  perolehan
lainnya yang sah selanjutnya dalam peraturan Daerah ini
diperjelas l ingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh
dar i  h ibah/sumbangan/se jen isnya,  d ipero leh  sebaga i
pelaksanaan perjanjian I kontrak, diperoleh berdasarkan
keten tuan undang-undang dan d ipero leh  berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Pengaturan mengenai l ingkup barang milik Daerah
dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada pengertian barang
milik Daerah yang bersifat benvujud.

b. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  satuan ker ja
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Terkai t
dengan hal  tersebut,  Pasal  4 ayat (1) dan pasal  6 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 menetapkan bahwa
kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna
barang  bag i  sa tuan  ker ja  perangka t  daerah  yang
dipimpinnya.

Sebagai konsekuensi  dar i  pr insip tersebut diatas,
maka tanah dan/atau bangunan milik Daerah yang tidak



dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungs i  ins tans i  yang bersangkutan waj ib
d iserahkan pemanfaatannya kepada Wal ikota untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas Pemerintah Kota
sebagaimana d iamanatkan da lam Pasa l  49 ayat  (3)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.  Wal ikota me-
lakukan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan tersebut
untuk :

1. Digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah/
bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;

2 .  D imanfaatkan da lam bentuk sewa ker jasama
pemanfataan, pinjam pakai,  bangun guna serah dan
bangun serah guna; atau

3. Dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar-
menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah Daerah'

Dalam Peraturan Daerah ini  diatur pejabat yang

melakukan pengelo laan barang mi l ik  Daerah.  Wal ikota
ada lah pemegang kekuasaan pengelo laan barang,
Sekretaris Daerah adalah pengelola barang, dan kepala
Bagian Perlengkapan adalah wakil pengelola, Kepala SKPD
sebagai pengguna barang, Kepala unit Pelaksana Teknis
Daerah selaku kuasa pengguna; dan seterusnya.

Dasar  pengaturan mengenai  wewenang dan
tanggungjawab pejabat pengelola barang ialah, bahwa
Wal iko ta  se laku Kepala  Pemer in tahan Daerah
mempunyai fungs i  yang mengacu pada Pasal  5  huruf  c ,
Pasal 43 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (3)
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah, yang teknis
pengelolaannya dilaksanakan oleh :

.  Sekretar is Daerah sebagai  pengelola barang, dasar
pertimbangan, bahwa kepala satuan kerja pengelola
keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
fungsinya mengacu pada pasal 9 ayat (2) huruf q, dan
Pasal 43ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
berkedudukan dibawah sekretaris Daerah;

.  Kepa la  Sa tuan  Ker ja  perangka t  Daerah  se laku
pengguna barang, fungsinya mengacu pada pasal 10
ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
serta Pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 43 ayat (3)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

c .  Perencanaan  kebu tuhan ,  penganggaran ,  dan
pengadaan barang

Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah harus
mampu menghubungkan an tara  ke tersed iaan barang
sebaga i  has i l  dar i  pengadaan yang te lah  la lu  dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang
akan da tang da lam rangka pencapa ian  e f i s iens i  dan
e fek t i f i t as  penge lo laan  barang  mi l i k  Daerah .  Has i l
perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu
dasar penyusunan perencanaan anggaran pada satuan kerja
perangkat Daerah.

d. Penggunaan Barang Milik Daerah

Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  satuan ker ja



perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal42

ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Oleh karena

i tu ,  sesua i  Pasa l  45  aya t  (1 )  Undang-undang Nomor  1

Tahun 2004 barang mi l ik  Daerah yang diper lukan bagi

penyelenggaraan tugas Daerah tidak dapat dipindahtangan-

kan. Dalam rangka menjamin tert ib penggunaan, pengguna

barang harus melaporkan kepada pengelola barang melalui

bagian perlengkapan atas semua barang milik Daerah yang

diperoleh satuan kerja perangkat Daerah untuk ditetapkan

status penggunaannya dengan Keputusan Wal ikota.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan  barang  me l ipu t i  pembukuan ,

inventarisasi, dan pelaporan barang yang berada dibawah

penguasaan pengguna/kuasa pengguna.

Pembukuan barang melalui proses pencatatan dalam :

Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna;
Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang; dan
Daftar Barang Milik Daerah oleh pengelola barang.

Proses inventarisasi berupa pendataan, pencatatan,

dan pelaporan hasil pendataan barang merupakan bagian
penatausahaan.

Hasil proses pembukuan dan inventarisasi d i perlukan

dalam rangka melaksanakan proses pelaporan barang milik
Daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna dan pengguna
kepada pengelola barang melalui Bagian Perlengkapan.

Hasi l  pengelolaan barang mil ik Daerah digunakan
dalam rangka :
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Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan

barang se t iap  tahun d i lakukan rekap i tu las i  un t r - rk
d igunakan  sebaga i  bahan  penyusunan  Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pengamanan administratif terhadap barang.

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan admin is t ras i  yang  d i tun jang  o leh
pengamanan f is ik dan pengamanan hukum atas barang
merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik
Daerah. Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan
pengelola barang memiliki wewenang'dan tanggungjawab
da lam menjamin  keamanan barang mi l i k  Daerah yang
berada dibawah pengawasannya dalam rangka menjamin
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

g. Penilaian Barang Milik Daerah

Pen i la ian  barang mi l i k  Daerah d iper lukan da lam
rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
yang ber laku. Ni la i  wajar atas barang merupakan dasar
dalam rangka penyusunan kekayaan neraca Pemerintah
Kota.

h.  Pemanfaatandan Pemindahtanganan

Barang  mi l i k  Daerah  dapa t  d imanfaa tkan  a tau
d ip indahtangankan apab i la  t idak  d igunakan dan t idak
mengganggu ak t i f i t as  penye lenggaraan  tugas- tugas
Pemerintah Kota. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi
adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak

lain.  Sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan

f.

7 7
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terjadi peralihan kepemilikan atas barang milik Daerah dari

Pemerintah Kota kepada pihak lain.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan

sesuai tugas pokok dan furrgsi !nstansi $tiltlggirna hfi!"ier'{;l

harus  d iserahkan kepada Wal iko ta  se laku  pemegang

kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah. Penyerahan

kembal i  barang mi l ik  Daerah tersebut di lakukan dengan

memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan,

apakah telah bersertifikat atau tidak bersertifikat (baik dalam

kondisi  bermasalah maupun t idak bermasalah).  Barang

mi l i k  Daerah berupa tanah a tau  bangunan yang te lah

d iserahkan te rsebut  se lan ju tnya  d idayagunakan un tuk

penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan pe laksanaan  pemanfaa tan  dan

pemindah tanganan  tanah  dan ia tau  bangunan pada

prinsipnya dilakukan oleh Walikota, kecuali hal-hal sebagai

berikut :

Pemanfaatan tanah dan/a tau bangunan untuk
memperoleh fasi l i tas yang diperlukan dalam rangka

menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pengguna

dan berada di dalam l ingkungan instansi pengguna.

Misalnya : kantin, bank, dan koperasi;

Pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar berupa

tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk
tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah atau penataan kota;

3. Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal
Pemerintah Kota berupa tanah dan/atau bangunan yang
se jak  awa l  pengadaannya  sesua i  dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi  badan usaha mi l ik
Daerah atau badan hukum lainnya yang dimi l ik i  Daerah.

Pengecual ian tersebut,  untuk barang mi l ik  daerah
dilakukan oleh pengelola dengan persetujuan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup je las.

Pasal2
Barang daerah yang dipisahkan adalah barang yang
penge lo laannya d ip isahkan dar i  APBD,  misa lnya
barang yang dikelola oleh Badan Usaha Mi l ik  Daerah.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup je las.
Ayat (2)

Huruf a
Termasuk  p rasarana  l i ngkungan
fas i l i t as  umum dan  fas i l i t as  sos ia l
yang  d is iapkan  o leh  perusahaan
pambangunan perumahan dan waj ib
diserahkan kepada Pemerintah Kota
sesuai rencana pembangunan/site plan
yang telah disetujui dan dikuasai oleh
Pemerintah Kota, t idak digunakan selain
peruntukkan awal dalam site plan.

1 .

2.
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Huruf b
Barang yang diperoleh sebagai pelaksana-

an perjanjian kerja pada ayat (2) pasal ini
adalah FASUM dan FASOS terhadaP
persiapan Fasum Fasos yang disiapkan
o leh  perusahaan  perumahan yang

be lum te rea l i sas i  maka  se jak
ber lakunya  Pera tu ran  Daerah  in i
perusahaan wajib segera merealisasikan
paling lambat satu tahun sejak berlakunya
Peraturan Daerah in i .  Kelalaian atas
kewajiban tersebut maka izin perusahaan

tersebut akan dicabut dan/atau tidak
dapat diberi izin menjalankan usahanya
dalam wilayah Kota Makassar.

Huruf c
Termasuk dalam pengertian ini meliputi
kon t rak  ka rya ,  kon t rak  bag i  has i l ,
kontrak kerja sama pemanfaatan

Huruf d
Misalnya : Undang-undang Kepabean-
an, termasuk pengert ian in i  mel iput i
barang milik daerah yang diperoleh dari
aset asing/ Cina dan sebagainya.

Ayat (3)
Cukup je las.

Pasal 4
Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan asas-
asas sebagai berikut :
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a. Asas fungsionai ,  yai tu pengambi lan keputusan
dan pemecahan masalah di  b idang pengelolaan
barang mi l i k  Daerah yang d i laksanakan o leh
kuasa pengguna barang, pengelola barang dan
Walikota sesuai fu ngsi, wewenang, dan tangg u ng
jawab masing-masing;
Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang
mil ik Daerah harus di laksanakan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan;
Asas  Transparans i ,  ya i tu  penye lenggaraan
penge lo laan  barang  mi l i k  Daerah  harus
t ransparan te rhadap hak  masyarakat  da lam
memperoleh informasi yang benar;
Asas Ef is iensi ,  yai tu pengelolaan barang mi l ik
Daerah d ia rahkan agar  barang mi l i k  Daerah
digu nakan sesua i batasan-batasan standar yang
d iper lukan  da lam rangka  menun jang
penye lenggaraan  tugas  pokok  dan  fungs i
pemerintahan secara optimal;
Asas  Akun tab i l i t as ,  ya i tu  se t iap  keg ia tan
pengelolaan barang mi l ik  Daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang
mi l i k  Daerah  harus  d idukung  o leh  adanya
ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik Daerah serta penyusunan Neraca
Kekayaan Daerah.

b .

c.

d .

A

f .
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Pasal 5
CukuP je las '

Pasal 6
Wa| iko tasebaga ikepa lapemer in tahankotamemi | i k i
tanggung  jawab te rhadap  penye lenggaraan

pemerintahan kota,  karena i tu ia"memi| ik i  otor i tas

dalam pengelolaan barang milik daerah'

Pasal 7
CukuP je las.

Pasal B
CukuP je las '

Pasal 9
CukuP jelas.

Pasal  10
CukuP je las.

Pasal  11
CukuP jelas.

Pasal  12
AYat (1)

Yang dimaksud dengan ketersediaan barang

mil ik Daerah yang ada adalah barang mi l ik

Daerah baik yang ada pada pengelola barang

mauPun Pengguna barang  te rmasuk

kemungkinan Pengadaan barang'

Ayat (2)
Perencanaan
perencanaan

kebutuhan dimaksud meliPuti
kebutuhan Pengadaan dan

perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang
mil ik Daerah untuk masa satu tahun anggaran.

Ayat (3)
yang  d imaksud  s tandar i sas i  sa rana  dan
prasarana ker ja  Pemer in tah  Kota  ada lah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor,
rumah dinas, kendaraan dinas dan la in- la in.
Barang yang memerlukan standar isasi ,  dan
yang d imaksud s tandar isas i  harga  ada lah
penetapan besar harga barang sesuai jenis,

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode

tertentu.
Ayat (4)

Cukup je las.

Ayat (5)

Cukup je las.

Pasa l  13
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tersebut

d igunakan  sebaga i  acuan  da lam Penyusunan

Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  sa tuan  Ker ja

Perangkat Daerah.
- Termasuk data barang pada pengguna barang dan

I atau pengelola barang adalah Laporan Pengguna

Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang

Tahunan, Laporan Pengelola Barang Semesteran,

Laporan Barang Mi l i k  Daerah Semesteran  dan

Tahunan.
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Pasal 14
Yang dimaksud dengan "segera" adalah secepat

mungkin daftar kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan itu disusun agar tidak menghambat

penyelenggaraan pemerintahan kota.

Pasal  15

Cukup jelas.

Pasal  16
Pengadaan barang d i laksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

Efisien, yaitu pengadaan barang dilakukan sesuai
kebutuhan nyata agar tidak terjadi pemborosan

dan kemubaziran, oleh karena itu pengadaan

barang harus didasarkan pada data barang yang

terakhir dan akurat.

Efektif, yaitu bahwa pengadaan barang harus

benar-benar dapat menunjang penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara op-

timal, karena itu harus sesuai batasan-batasan
standar  yang d iper lukan sesua i  dengan
peruntukannya;

3. Transparan, yaitu informasi pengadaan barang
harus dapat diakses oleh semua pihak yang

berkepentingan, baik mengenai prosuder, tempat,
harga, maupun tujuan dan sasaran pengadaan;

4.  T idak d iskr iminat i f ,  ya i tu  pengadaan harus
didasarkan pada kebutuhan objekt i f  guna
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan secara optimal, karena itu
semua perangkat  daerah harus mendapat
kesempatan dan pelayanan yang sama dalam
pengadaan barang;

5. Akuntabilitas, yaitu kegiatan pengadaan barang
bukan saja harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pejabat yang berwenang, tetapi juga
kepada publik atau rakyat;

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Untuk efisiensi dan efektivitas, nilai barang
yang harganya d i  bawah s tandar  yang
ditentukan, maka pengadaannya tidak perlu
melalui panitia pengadaan, melainkan cukup
dilakukan oleh pejabat pengadaan barang yang
ditunjuk.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas

1,

2.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengadaan barang

yang bersifat khusus ialah untuk keperluan

penyeragaman.
Ayat (3)

Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/

Jasa terhadap real isasi pengadaan barang

bers i fa tkhususdimaksudkanuntukmenjamin
kebenaran dan kesesuaian kual i tas barang

dimaksud.
AYat (4)

CukuP jelas

Pasal 19
CukuP jelas

Pasal 20
CukuP jelas

Pasal21
CukuP jelas

Pasa l22
CukuP jelas

Pasal 23
AYat (1)

CukuP jelas

AYat (2)
CukuP jelas

AYat (3)
CukuP jelas
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Ayat (4)

Pe jabat  yang berwenang harus  ak t i f  dan
proakt i f  mencatat ,  memantau dan menagih
barang-barang yang telah diterima Pemerintah

Kota menjadi barang milik daerah, agar tidak

lepas atau hi lang kembal i .

Ayat (5)

Cukup je las

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup je las.

Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan persediaan barang

adalah barang mi l ik  Daerah baik yang ada
pada  penge lo la  maupun pengguna,

termasuk kemungkinan pengadaan barang.
- Pelaporan dilakukan secara berkala setiap

bu lan .

Ayat (3)

Pelaporan di  lakukan secara berkala set iap

bu lan

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak la in ia lah pihak

yang  menggunakan  barang  mi l i k  daerah

berdasarkan perjanjian.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
CukuP jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
CukuP jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud Kartu lnventaris Barang (KlB)A

dipergunakan untuk mencatat asset tanah;
KIB B dipergunakan untuk mencatat alat-alat
besar ,  a la t  angkutan,  a la t  bengke l ,  a la t
pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat
studio, alat kedokteran, dan alat laboratorium;
KIB C dipergunakan untuk mencatat gedung

dan bangunan; KIB D dipergunakan untuk
mencatat jalan, i r igasi dan jar ingan; KIB E
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dipergunakan untuk mencatat buku, barang
bercorak kebudayaan, hewan/ternak dan
tumbuh-tumbuhan; KIB F dipergunakan untuk
mencatat konstruksi dalam pengerjaan atau
mencatat barang dalam proses pengerjaan.

Ayat (3)
Cukup jetas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang d imaksud dengan bukt i  kepemi l ikan
adalah sertifikat hak atas tanah.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33

Ayat (1)

Pemanfaa tan  barang  un tuk  kepen t ingan

penye lenggaraan  tugas  Pemer in tah  Ko ta

d i lakukan  o leh  penge lo la  da lam rangka

pen ingka tan  pener imaan Daerah  sebaga i

bagian dari pelaksanaan fungsi bendahara dan

bendahara umum Daerah. Sedangkan kata

"selain yang dipergunakan" adalah bagian dari

tanah yang t idak digunakan sehingga dapat

digunakan untuk keper luan la innnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menunjang kepentingan

penyelenggara tugas pokok dan fungsi adalah

untuk  kepent ingan keg ia tan  d i  l ingkungan

perkantoran, sepert i  kant in,  bank, koperasi ,

ruang serba guna/aula. Adapun yang dimaksud

dengan barang yang tidak digunakan adalah

barang yang sama sekali tidak dimanfaatkan'

Ayat (3)

Barang selain tanah dan / atau bangunan yang

menjadi l ingkup pemanfaatan iniadalah barang

yang sudah t idak digunakan oleh pengguna

barang  un tuk  menye lenggarakan  a tau

menunjang tupoksi instansi bersangkutan.

84

Pasal 34

Ayat  (1 )
Cukup je las .

Ayat (2)
Cukup je las .

Pasal 35

Ayat  (1 )

Pemanfaatan  barang mi l i k  Daerah,  se la in
penyewaan dapat  d ipungut  re t r ibus i  yang
ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup je las.

Ayat (3)

Cukup je las.

Ayat (a)

Cukup je las.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup je las.

Pasal 37

Ayat  (1 )
Cukup je las



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Uang sewa dibaYar dimuka sesuai
jangka waktu penyewaan.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
CukuP jelas.

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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dengan

Pasal 40
Barang daerah yang statusnya meminjam ataupun
menyewa dari pihak lain, baik itu pemerintah pusat,
pemer in tah prop ins i ,  maupun p ihak swasta ,
dipergunakan untuk dukung penyelenggaraan tugas
dan fungsi pokok pemerintahan kota, didasarkan
pada suatu perjanjian yang dilakukan oleh pengelola.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) '

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang termasuk barang mil ik Daerah yang
bers i fa t  khusus antara la in  barang yang
mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, yang
karena wujud dan sifat barang sehingga sulit
dilakukan tender.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.
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Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal47

Ayat (1)
Spesi f ikas i  bangunan dan fas i l i tas  pada
pelaksanaan bangun guna serah dan bangun
serah guna disesuaikan dengan kebutuhan
penyelenggara tugas pokok dan fungsi.

Ayat (2)
Cukup jelas. !

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
CukuP jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 53

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan objek bangun serah
guna adalah tanah itu sendiri yang tidak dapat
dipindahtangankan atau dikuasai oleh pihak
lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
CukuP jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup je las.

Pasal 58

Ayat  (1 )
Yang dimaksud dengan disertif ikasi atas nama
Pemerintah Kota adalah penerbitan sertif ikat
hak atas tanah milik Pemerintah Kota langsung
atas  nama Pemer in tah  Kota .  Se lan ju tnya
Walikota akan menerbitkan surat penetapan
sta tus  penggunaan tanah kepada mas ing-
masing pengguna/kuasa pengguna sebagai
dasar penggunaan tanah tersebut.  Hak atas
tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ber laku.

Ayat (2)
Cukup je las.

Ayat (3)
Cukup je las.

Ayat (a)
Cukup je las .

Ayat (5)
Cukup je las.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah orang
peroranE, badan hukum Peraturan Daerahta,
maupun badan hukum pub l ik .

Ayat (2)

Cukup je las .

Pasal  60

Ayat (1)
Cukup je las .

Ayat (2)
Cukup je las .

Ayat (3)
Cukup je las .

Ayat (a)
Cukup je las .

Pasa l  61
Cukup je las

Pasal  62

Ayat  (1 )
Yang dimaksud dengan pemel iharaan adalah

sua tu  rangka ian  keg ia tan  un tuk  men jaga

kondis i  dan memperbaik i  semua barang mi l ik

Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan

siap untuk digunakan secara berdaya guna dan

berhasi l  guna.

Ayat (2)
Daf ta r  kebu tuhan  pemel iha raan  barang

merupakan  bag ian  dar i  da f ta r  kebu tuhan

barang mi l ik  Daerah.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Yang dimaksud secara berkala adalah setiap
enam bulan / persemester.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud
penaksir harga
instansi terkait.
Yang dimaksud

penilaian asset yang dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang.

Ayat (3)
CukuP je las

Pasal 66
Cukup je las

Pasal 67

Ayat (1)
Barang milik Daerah yang sudah tidak berada

dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa

pengguna disebabkan klarena :
- Penyerahan kepada pengelola barang;
- Pengalihangunaan barang selain tanah dan/

atau bangunan kepada pengguna barang

la in ;
-  Pemindahtanganan a tas  barang se la in

tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
-  Pemusnahan;
- Sebab-sebab lain, antara lain karena hilang,

kecur ian,  terbakar susut,  menguap dan

mencair. dsb.

Ayat (2)
CukuP je las.

Ayat (3)

CukuP jelas.

dengan t im adalah panit ia
yang unsurnya terdir i  dari

dengan penilai independent
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adalah peni la i  yang bersert i f ikat  d i  b idang
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Huruf a
- Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah

ar t inya pada lokas i  tanah dan /  a tau
bangunan milik Daerah dimaksud terjadi
perubahan peruntukan dan / atau fungsi
kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan
wi layah perkantoran menjad i  wi layah
Peraturan Daerahgangan.

- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya
atas tanah dan latau bangunan milik Daerah
dimaksud perlu dilakukan penyesuaian yang
berakibat pada perubahan luas tanah dan /
atau bangunan tersebut.

Huruf b
Yang d ihapuskan adalah bangunan
yang terd i r i  d ia tas tersebut  untuk
d i robohkan se lan ju tnya d id i r ikan
bangunan baru diatas tanah yang sama
(rekontruksi) sesuai dengan alokasi
anggaran yang telah disediakan dalam
dokumen penganggaran.

Huruf c
Yang dimaksud dengan tanah dan/atau
bangunan diperuntukkan bagi pegawai
negeri adalah :



l l

a.

b .

Tanah dan/ atau bangunan, yang

merupakan kategori rumah Negara
golongan l l l .

Tanah, yang merupakan tanah kavling
yang menurut perencanaan awal
pengadaannya untuk pembangunan

perumahan pegawai negeri.

Yang dimaksud dengan kepentingan

umum adalah keg ia tan yang

menyangkut kepentingan bangsa dan

Negara,  masyarakat  luas,  rakyat

banyak /  bersama,  dan la tau

kepentingan pembangunan. Dalam hal

in i  menyangkut  kepent ingan leb ih

banyak orang daniatau golongan dari

sebe lumnya dan menguntungkan

kepentingan pemerintah.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang

termasuk untuk kepentingan umum

antara lain sebagai berikut:

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api,

saluran air minum / air bersih dan /

atau saluran pembuangan air;

b.

c.

Waduk, bendungan, dan bangunan
pengairan lainnya termasuk saluran
ir igasi;

Rumah sakit umum dan pusat-pusat
kesehatan masyarakat;

Pelabuhan atau Bandar udara atau
stasiun kereta api atau terminal;
Peribadatan;

Pendidikan atau sekolah:

Pasar umum;

Fasilitas pemakaman umum;
Fasilitas keselamatan umum seperti
antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banj ir ,  lahar dan lain- lain
bencana:

j. Pos dan telekomunikasi;

k. Sarana olahraga;

l .  S tas iun rad io ,  te lev is i  beser ta
sarana pendukungnya untuk
lembaga penyiaran publik;

m.  Kantor  pemer in tah,  pemer in tah
Daerah, penruakilan Negara asing,
perser ika tan bangsa-bangsa,
lembaga in ternas ional ,  d ibawah
naungan perser ika tan bangsa-
bangsa;

Huruf d

d.

e .

f.

g .

h .

i .
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II I
n. Fasilitas Tentara Nasional lndone-

sia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai  dengan tugas
pokok dan fungsinya;
Rumah susun sederhana;
Tempat pembuangan sampah;
Cagar alam dan cagar budaya;
Pertamanan;

Panti sosial;
Pembangk i t ,  t ransmis i ,  dan
distribusi tenaga listrik.

Barang milik Daerah yang ditetapkan
sebagai  pe laksanaan perundang-
undangan karena adanya keputusan
pengadi lan a tau peny i taan,  dapat
dipindahtangankan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD.

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud lelang adalah penjualan barang
milik daerah di hadapan pejabat lelang.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
yang termasuk barang mil ik Daerah
yang d ia tur  secara khusus sesuai
dengan peraturan perundang_
undangan yang ber laku;  misa lnya,
rumah Daerah golongan ll l yang dijual
kepada penghuni, dan kendaraan dinas
operas iona l  dan a tau kendaraan
perorangan yang dipakai staf teknis /
Pejabat  Daerah dan d i jua l  kepada
pegawai/pejabat Daerah, termasuk
kendaraan dinas / alat berat yang rusak
berat, nilai / harga jual ditetapkan oleh
Walikota melaluitim yang dibentuk oleh
Walikota yang terdiri dari unsur unit
kerja terkait.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

o.
p.

q.

r.

s.
t .

Huruf e

Huruf f

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas

100 r01



Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

L02

Ayat (2)
Yang dimaksud pegawai senior adalah pegawai
negeri yang telah mengabdi minimal sepuluh
tahun dar i  dengan golongan min imal  l l l /c .
Adapun yang dimaksud dengan janda/duda
adalah mereka yang telah ditinggal mati oleh
suamiiistri yang meninggal dalam keadaan aktif
sebagai pegawai negeri sipil.

Ayat (3)
Cukup jelas

PasalTT

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud komplek perkantoran dalam
ketentuan ini, adalah rumah dinas daerah yang
berada dalam kompleks perumahan yang
lokasinya berada dalam wilayah kantor.

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Yang dimaksud menguntungkan Kota dalam
pasal ini tidak semata-mata dinilai dengan uang
tetapi termasuk segala aspek yang berkaitan
dengan tugas- tugas pembangunan dan
pelayanan kePada masYarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

CukuP jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam
ayat  in i  d i tempuh apabi la  t idak dapat
menyediakan tanah dan/a tau bangunan

Pengganti.
Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
CukuP jelas.
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Ayat (2)
Yang d imaksud dengan sesuai  batas
kewenangan da lam pasa l  in i  ada lah
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58
sampaidengan pasal60 Peraturan Daerah ini.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a.

Yang dimaksud rahasia negara atau
rahasia daerah dalam ayat (2) sub a
pasal ini adalah segala yang menjadi
wewenang a tau yang da lam pe-
nguasaan Pemer in tah Kota  yang
dalam undang-undang d inyatakan
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rahasia dan tidak dapat diketahui selain
negara atau Pemerintah Daerah.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
CukuP jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
CukuP jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
CukuP jelas.

Ayat (3)
CukuP jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.


